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Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak kawasan wisata potensial belum
terfasilitasi secara optimal oleh kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Pantai Peh Pulo, Desa Sumbersih,
Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, serta menganalisisnya dari perspektif
Figih Siyasah. Pantai Peh Pulo merupakan destinasi wisata alam yang dikelola
secara swadaya oleh masyarakat, namun belum ditetapkan secara resmi sebagai
desa wisata oleh pemerintah daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana Implementasi
Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan desa
wisata di pantai Peh Pulo Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten
Blitar? 2.) Bagaimana masalah dan solusi implementasi Peraturan Bupati Nomor
44 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan desa wisata di Pantai Peh Pulo Desa
Sumbersin  Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar? 3.) Bagaimana
implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang desa wisata di
Pantai Peh Pulo Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar
perspektif Figih Siyasah?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1.)
Untuk mengetahui apakah Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Pantai Peh Pulo telah dilaksanakan
secara maksimal guna melindungi wisatawan di Pantai Peh Pulo. 2)Untuk
mengetahui masalah yang dihadapi serta solusi yang dapat dilakukan dalam
implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang
penyelenggaraan desa wisata di objek wisata pantai Peh Pulo.3.) Untuk mengetahui
apakah implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang desa
wisata di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar dalam perspektif figih siyasah

Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  yuridis empiris
denganmenggunakan pendekatan kualitatif deskritif. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data
menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Bupati
Blitar Nomor 44 Tahun 2017 di Pantai Peh Pulo belum berjalan secara optimal.
Pantai Peh Pulo belum ditetapkan secara resmi sebagai desa wisata, dan
pengelolaannya masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. 2)
Masalah utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, belum adanya
pengakuan legal sebagai desa wisata, infrastruktur yang belum memadai, serta
konflik lahan dengan Perhutani. Solusi yang telah dilakukan sejauh ini masih
bersifat parsial dan belum terintegrasi, seperti pendampingan pelatihan SDM dan



pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). 3) Dalam perspektif Figih Siyasah, peran
pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan
tanggung jawab. Pemerintah seharusnya hadir sebagai pelaksana amanah rakyat
yang mengutamakan kepentingan umat dalam setiap kebijakan publik.
Ketidakhadiran negara secara aktif dalam mendukung infrastruktur, kelembagaan,
dan akses legal menjadi indikasi bahwa peran tersebut belum dijalankan secara
maksimal.
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This research is motivated by the fact that many potential tourist areas have
not been optimally facilitated by local government policies. The study aims to
examine the implementation of Blitar Regent Regulation Number 44 of 2017
concerning the Management of Tourism Villages at Peh Pulo Beach, located in
Sumbersih Village, Panggungrejo Sub-district, Blitar Regency, and to analyze it
from the perspective of Figh Siyasah. Peh Pulo Beach is a natural tourism
destination managed independently by the local community, yet it has not been
officially designated as a tourism village by the regional government.

The research questions formulated in this study are: 1) How is the
implementation of Blitar Regent Regulation Number 44 of 2017 regarding tourism
village management at Peh Pulo Beach? 2) What are the problems and solutions
related to the implementation of the regulation at Peh Pulo Beach? 3) How is the
implementation of the regulation viewed from the perspective of Figh Siyasah? The
objectives of this research are: 1) To determine whether the implementation of the
regulation has been maximally carried out in order to support the development of
Peh Pulo Beach. 2) To identify the problems encountered and the potential solutions
in its implementation. 3)To analyze the implementation from the perspective of
Figh Siyasah.

This study is empirical legal research using a qualitative descriptive
approach. Data collection techniques include interviews, observations, and
documentation, while data analysis involves data reduction, data display, and
drawing conclusions.

The results of the study show that: 1) The implementation of Blitar Regent
Regulation Number 44 of 2017 at Peh Pulo Beach has not been carried out
optimally. Peh Pulo Beach has not been officially designated as a tourism village,
and its management is still carried out independently by the local community. 2)
The main problems identified include limited funding, lack of legal recognition as
a tourism village, inadequate infrastructure, and land conflicts with Perhutani (State
Forestry Company). The solutions implemented so far have been partial and
uncoordinated, such as community training and the construction of the South
Coastal Route (JLS). 3)From the perspective of Figh Siyasah, the government has
not fully embodied the principles of public welfare (maslahah), justice, and
responsibility. Ideally, the state should act as a trustworthy representative of the
people, prioritizing community interests in every policy. The government's lack of
active involvement in infrastructure development, legal access, and institutional
support indicates that this role has not yet been carried out effectively.



Oe Cniladl 3 gia Al aada®™ YTV PV TV aalal) a0 ey o LSl

Asilae ¢ gl 4y s Ala Al yo( oaled) 48 5 il o glaia

Yovo caigelaigd g dil des ) o S Aada g giuall (5 aud )" jUady

dtale ¢l (A Gl (Gailse Gl o)l deaa Zlall ) giSall: o il

osal A,
a s e il Aubudl 48 o aa gl o s caailadl (5 s Al Aualidall LS
S

(bl 8 el (3 giay JiaY) elayy) st ane Ala ) A jal) oda i
Ol Yoo @ daud Ve ad ) o lal e Yo salal) adde Cual LS Ul Ahilaa g 4
Al e sleall g cclanall s eVl s dal )l b gall Bsial) o2 Jadiiy daludl,
Y sl dn hld G cpniladl Alea s 6l o8l O Dedad @Bl (8 clld pag
Gl (e el 4 55 J) 35,

Voady OBl e ¥eosalall 288 % Ca) ) e sl 1A 8 Al delua
Y Ol dadaliay ol g an ald 3 bl (35 (sl Lad Aalidl (L3 Yo v A AL
hld bl Alaal il dadalie 8 dalundl 35000 Lo a8 O Sy Al Jslall e
O Ul Aadaliay glgr 4 (hald b Zlud) (§gia pé g Gulad o5y CaS) V€l 4
€ mlpnal) 42l ) glaia

gen o3 M o gl Lhia gl meiall aading G jad U sl Gay Gl ) oda a8
Gl ol a2ty ULl Qs o5 Laiy ¢330 sl 5 ecllaaSUall 5 ecSUliall JIA (e il
) (il 5 g je 5 bl (s,

Jems o lowa (hla & #Lull (a8 2 Vo o) (il ) il
g1 mall 5 A gilEl) lagdaiill = g g ade 5 ol all el oy JLaY) (5 sl ) 2
e el acall g paill OIS (e Zlad) dglead 3 gea J2 &) ¥, A8 phiall Cilbisssall G
sli) & Jiam Y gla aalll & iy &y gllaall 50lI (S5 A alial) of V) cdalpad) 5
agdll )shia ) ¥, dpelatl dlae mil gl aia g il Glusall (Gl Al



Gsin Lain b oSlall Al gpune JalSI (o Y g 4t L3 50 (b ¢l
ag_“m)m} u:’)ﬁw‘



